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PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR   7   TAHUN   2012  TAHUN 2011 

TENTANG 

PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  

DAN PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG RETRIBUSI DAERAH  

DI KOTA TANGERANG SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi 

Banten, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang 

Selatan tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tangerang dan Peraturan Bupati Tangerang Tentang Retribusi 

Daerah Di Kota Tangerang Selatan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa 

Barat  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten  (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Rpublik Indonesia Nomor 4010); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia 

Nomor 4286); 
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  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4935); 
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  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang 

Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 

2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Nomor 0610); 

  14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang  Selatan Nomor 0710); 
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  15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 08, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 

Nomor 0810); 

  16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0411); 

  17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang 

Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 

2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Nomor 0811); 

  18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Selatan Nomor 1211); 

  19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1411); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411); 
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  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0511); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 06, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 

0611); 

  23. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 

2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tangerang Dan Peraturan Bupati Tangerang Di Kota 

Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan 

Tahun 2009 Nomor 46). 

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2671/SJ, tanggal 

17 Juli 2009 Perihal Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Perijinan Kota Tangerang Selatan. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERLAKUAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG DAN 

PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG RETRIBUSI 

DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
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2. Kabupaten Tangerang adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pemerintahan daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), yang 

merupakan kabupaten asal Kota Tangerang Selatan. 

3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Bupati adalah Bupati Tangerang. 

5. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah 

kabupaten/kota. 

7. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan Bupati/Walikota. 

8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

BAB II 

PEMBERLAKUAN 

Pasal 2 

Memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati 

Tangerang tentang Retribusi Daerah di Kota Tangerang Selatan. 

Pasal 3 

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati 

Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi retribusi daerah yang 

belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan dan Peraturan 

Walikota Tangerang Selatan. 

Pasal 4 

Segala biaya yang timbul atas retribusi daerah di wilayah Kota Tangerang Selatan 

disetorkan ke kas daerah Kota Tangerang Selatan. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan 

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang 

Dan Peraturan Bupati Tangerang Di Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 46) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini. 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.  

     Ditetapkan di Tangerang Selatan. 

   pada tanggal 30 April 2012 

 WALIKOTA 

TANGERANG SELATAN, 

 

TTD/cap 

AIRIN RACHMI DIANY 

 

Diundangkan di  Tangerang Selatan. 

pada tanggal 30 April 2012 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA TANGERANG SELATAN, 

 

TTD/cap 

DUDUNG E. DIREDJA 

 

 

 
 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 7 

 


